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1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4389);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten KonaweKepulauan di Provinsi
SulawesiTenggara (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2013 Nomor84,);

5. Undang-UndangNomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna
peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu
memberikan kesejahteraan secara proposional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam
melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuangan Daerah maka Pemerintah Daerah
dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada
PegawaiNegeriSipildan CalonPegawaiNegeriSipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten KonaweKepulauan.
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dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan Tanggungjawab.
( kurang lebih 5 jam sehari).

11. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan pekeijaan terkait dengan keahlian
di bidang medis

12. Masa Kineija adalah waktu yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk
melaksanakan tugas sesuaitu poksinya dalam masa satu bulan kalender
keija

13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian
kineija secara beijenjang.

14. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).

15. Laporan Kineija Individu adalah laporan tertulis uraian kegiatan sesuai
tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh setiap PNS baik
pejabat struktural dalam masa kineija tertentu, yang diketahui oleh Atasan
Langsung/Pejabat Penilai.

16. Laporan Kedisiplinan adalah Laporan Kehadiran PNS yang disusun
berdasarkan daftar absensi Harian Pegawai dalam kegiatan Apel Pagi,
kehadiran ditempat keija, Apel Siang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :
a. Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur dan

Kelembagaan, Beban Keija dan Kelangkaan Profesi.
b

. Meningkatkan disiplin PNS.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
d

. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

PENERIMA TP - PNS, MASA KINERJA, HARI KERJA DAN
WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Penerima TP - PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang nama nya tercantum
pada daftar gaji Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan memiliki
uraian tugas secara tertulis;

(2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun beijalan
yang tidak menduduki jabatan Struktural atau namanya belum termasuk
dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
menerima TP - PNS;

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TP - PNS pada
saat menduduki jabatan Struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD
Perubahan;

(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan, dapat dibayarkan TP - PNS terhitung sejak
tanggal pelantikannya dan telah melaksanakan tugas yang dibuktikan
dengan Laporan Kineija Individu dan Laporan Kedisiplinan;

(5) Pembayaran bagi PNS yang dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran SKPD yang bersangkutan.
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BAB IV

KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP

Pasal 4

Komponen dan penilaian Tambahan Penghasilan PNS (TPP - PNS )
terdiri dari :

a. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan .
b

. Beban Kerja.
c. Kelangkaan Profesi.

Bagian Kesatu
Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan

Pasal 5

Komponen penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu / Perorangan dengan Bobot 60 %
(Enam puluh persen) yang terdiri dari ;
1

. Pakaian dan Atribut sebesar 10 % (Sepuluh persen) ;
2

. Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
3

. Absensi Ruangan dan Laporan Kineija Harian sebesar 30 % ( Tiga puluh
persen);

b
. Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40 % ( Empat puluh persen )

terdiri dari :

1
. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15 % ( Lima belas persen ) ;

2
. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % ( Lima belas
persen);

3
. Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala
SKPD sebesar 10 % ( Sepuluh persen ) ;

c. Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan Instrumen daftar
hadir ( apel pagi dan sore ), absen ruangan dan pakaian dinas;

d
. Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan

sebagaimana dimaksud pada huruf b;
e. Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase
masing-masing laporan.

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 6

KomponenPenilaian Beban Keija sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf
b, meliputi :

a
. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kineija

Individu.

b
. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 6.
c. Beban Kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab

BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan
Pembantu Pengelola Aset Daerah.
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